
 
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  87  TAHUN 2011 

TENTANG 

RENCANA TATA RUANG KAWASAN BATAM, BINTAN, DAN KARIMUN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang:  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan 

Pasal  123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, perlu 

menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang 

Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun; 

   

Mengingat:  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 

Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4775); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah-

an Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
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Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4844); 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang 

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang 

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4758);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang 

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4759);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 

9.  Peraturan  ... 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5103);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk 

dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5160);  

 

MEMUTUSKAN:  

Menetapkan:  PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG 

RENCANA TATA RUANG KAWASAN BATAM, BINTAN, DAN 

KARIMUN. 

 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

 

Bagian Kesatu 

Pengertian 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang 

udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat 

manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara 

kelangsungan hidupnya. 

2. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 

3. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, 

pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 

4.  Rencana  ... 
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4. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 

5. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya 

diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional 

terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, 

sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan  

sebagai warisan dunia. 

6. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut 

KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga 

bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan 

atas barang mewah, dan cukai. 

7. KPBPB Batam, Bintan, dan Karimun adalah KPBPB sebagaimana ditetapkan 

dalam peraturan perundang-undangan mengenai kawasan perdagangan 

bebas dan pelabuhan bebas. 

8. Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun yang selanjutnya disebut Kawasan BBK 

adalah satu kesatuan kawasan yang terdiri atas sebagian wilayah Kota Batam, 

sebagian wilayah Kabupaten Bintan, sebagian wilayah Kota Tanjungpinang, 

sebagian wilayah Kabupaten Karimun, dan sebagian wilayah perairan di 

Selat Jodoh, Selat Malaka, dan Selat Singapura. 

9. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan 

pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman 

perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, 

pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 

10. Pusat kegiatan primer adalah pusat kegiatan utama/hirarki pertama di 

Kawasan BBK yang memiliki fungsi utama sebagai pendorong perkembangan 

pertumbuhan kawasan. 

11. Pusat kegiatan sekunder adalah pusat  kegiatan hirarki kedua di Kawasan 

BBK yang keberadaannya untuk mendukung perkembangan pusat kegiatan 

sekunder. 

12. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama 

melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam 

dan sumber daya buatan. 

13.  Kawasan  ... 
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13. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama 

untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, 

sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. 

14. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan 

oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 

15. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan 

lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi 

sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat 

kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 

16. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang 

dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan 

dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki Izin Usaha 

Kawasan Industri. 

17. Kawasan pertahanan dan keamanan negara adalah wilayah yang ditetapkan 

secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan 

keamanan. 

18. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah B3, 

adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan 

berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya 

dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat 

mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat 

membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia 

serta makhluk hidup lain. 

19. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah 

daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak 

sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air 

yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas 

di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan 

daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. 

 

20.  Ruang  ... 
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